
K E P A L A 
BADAN PELINDUNGAN 

P E K E R J A MIGRAN INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 09 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pel indungan Pekerja Migran Indonesia u n t u k 

pe l indungan kepada pekerja migran Indonesia, pekerja 

migran Indonesia t idak dapat dibebani biaya dalam 

proses penempatan; 

b. bahwa ketentuan mengenai biaya penempatan pekerja 

migran Indonesia sebagaimana d ia tur da lam Peraturan 

Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 02 

T a h u n 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia, be lum sepenuhnya memenuh i unsur 

pe l indungan h u k u m dan sosial bagi pekerja migran 

Indonesia sebelum bekerja sehingga per lu digant i ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan 

Peraturan Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 

tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 T a h u n 2017 tentang 

Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6141); 

2. Peraturan Presiden Nomor 90 T a h u n 2019 tentang Badan 

Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 263); 

3. Peraturan Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 

Nomor 04 T a h u n 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Berita 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); 

MEMUTUSKAN: 

Mene tapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Badan i n i yang d imaksud dengan: 

1. Biaya Penempatan adalah biaya yang d iper lukan u n t u k 

proses penempatan dalam rangka memenuh i persyaratan 

dan biaya pendukung u n t u k bekerja ke negara t u j u a n 

penempatan. 

2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga 

kerja Indonesia yang memenuh i syarat sebagai pencari 

kerja yang akan bekerja d i luar negeri dan terdaftar d i 

instans i pemer intah kabupaten/kota yang bertanggung 

jawab d i b idang ketenagakerjaan. 

3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara 

Indonesia yang akan, sedang, a tau telah me lakukan 

pekerjaan dengan mener ima u p a h d i luar wi layah 

Republ ik Indonesia. 
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4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan 

h u k u m perseroan terbatas yang telah memperoleh iz in 

ter tu l is dar i menter i yang menyelenggarakan u r u s a n 

pemer intahan d i b idang ketenagakerjaan u n t u k 

menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja 

Migran Indonesia. 

5. Pemberi Kerja adalah instans i pemer intah, badan h u k u m 

pemer intah, badan h u k u m swasta, dan/atau 

perseorangan d i negara t u j u a n penempatan yang 

mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia. 

6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian ter tu l is antara Pekerja 

Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat 

kerja, hak dan kewajiban setiap p ihak, serta j a m i n a n 

keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai 

dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah 

perjanjian ter tul is antara pelaksana penempatan Pekerja 

Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia 

yang memuat hak dan kewajiban setiap p ihak, da lam 

rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia d i negara 

t u j u a n penempatan sesuai dengan ketentuan pera turan 

perundang-undangan. 

8. Visa Kerja adalah iz in ter tul is yang d iber ikan oleh pejabat 

yang berwenang d i sua tu negara t u j u a n penempatan 

yang memuat persetujuan u n t u k masuk dan me lakukan 

pekerjaan d i negara yang bersangkutan. 

9. J a m i n a n Sosial adalah salah satu ben tuk pe l indungan 

sosial u n t u k menjamin se luruh rakyat agar dapat 

memenuh i k ebu tuhan dasar h idupnya yang layak. 
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10. Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemer intah 

nonkementer ian yang bertugas sebagai pelaksana 

kebi jakan dalam pelayanan dan pe l indungan Pekerja 

Migran Indonesia secara terpadu. 

Pasal 2 

Calon Pekerja Migran Indonesia u n t u k dapat d i tempatkan 

d i luar negeri wajib memi l ik i dokumen yang mel iput i : 

a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah 

menikah melampirkan fotokopi b u k u n ikah ; 

b. surat keterangan i j in suami a tau i s t r i , i j in orang tua, 

a tau i j in wal i yang d iketahui oleh kepala desa atau 

lu rah ; 

c. sertif ikat kompetensi kerja; 

d. surat keterangan sehat berdasarkan hasi l 

pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 

e. paspor yang d i terb i tkan oleh kantor imigrasi 

setempat; 

f. Visa Kerja; 

g. Perjanjian Penempatan; dan 

h . Perjanjian Kerja. 

Pasal 3 

(1) Pekerja Migran Indonesia t idak dapat dibebani Biaya 

Penempatan. 

(2) Biaya Penempatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. t iket keberangkatan; 

b. t iket pulang; 

c. Visa Kerja; 
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d. legalisasi Perjanjian Kerja; 

e. pe lat ihan kerja; 

f. sert i f ikat kompetensi kerja; 

g. j asa perusahaan; 

h . penggantian paspor; 

i . surat keterangan catatan kepol is ian; 

j . J a m i n a n Sosial Pekerja Migran Indonesia; 

k. pemeriksaan kesehatan dan psikologi d i da lam 

negeri; 

1. pemeriksaan kesehatan tambahan j i k a negara 

te r tentu mempersyaratkan; 

m . t ransportas i lokal dar i daerah asal ke tempat 

keberangkatan d i Indonesia; dan 

n . akomodasi. 

(3) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d i t en tukan pada jenis jabatan: 

a. pengurus r u m a h tangga; 

b. pengasuh bayi; 

c. pengasuh lanjut usia (lansia); 

d. j u r u masak; 

e. supir keluarga; 

f. perawat taman; 

g- pengasuh anak; 

h . petugas kebersihan; 

i . pekerja ladang/perkebunan; dan 

j - awak kapal per ikanan migran. 

(4) Biaya Penempatan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

h u r u f a, h u r u f b, h u r u f c, h u r u f d, h u r u f g, h u r u f h , 

h u r u r f i , h u r u f j , h u r u f k, h u r u f 1, h u r u f m, dan h u r u f n 

dibebankan kepada Pemberi Kerja. 
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(5) Biaya Penempatan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

h u r u f e dan h u r u f f d ibebankan kepada pemerintah 

daerah yang dapat bekerja sama dengan lembaga 

pendidikan dan lembaga pelat ihan kerja m i l i k pemerintah 

dan/atau swasta yang terakreditasi. 

Pasal 4 

Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya t idak dapat 

dibebani p in jaman yang dipaksakan secara sepihak oleh p ihak 

manapun sebagai Biaya Penempatan yang men imbulkan 

kerugian sepihak dan/atau berakibat pada pemotongan 

penghasilan selama bekerja d i negara tu juan penempatan. 

Pasal 5 

Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang 

d i t empatkan oleh BP2MI dibebankan kepada Pemberi Kerja 

dan/atau d i te tapkan atas dasar kesepakatan antara 

pemer intah dengan pemer intah negara t u j u a n penempatan 

a tau Pemberi Kerja berbadan h u k u m d i negara t u j u a n 

penempatan. 

Pasal 6 

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

akan d i l akukan oleh t i m yang d ibentuk secara khusus 

mela lui surat keputusan Kepala BP2MI. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d i l akukan secara berkala a tau sewaktu-waktu j i k a 

d iper lukan. 
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Pasal 7 

(1) Dalam ha l hasi l evaluasi sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 6 d i t emukan adanya dugaan pelanggaran yang 

d i l akukan oleh P3MI, Kepala BP2MI dapat 

merekomendasikan kepada menteri yang 

menyelenggarakan u rusan pemerintahan d i bidang 

ketenagakerjaan u n t u k member ikan sanksi kepada P3MI. 

(2) Rekomendasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 

berupa: 

a. peringatan tertul is ; 

b. penghentian sementara sebagian atau se luruh 

kegiatan proses penempatan Pekerja Migran 

Indonesia; a tau 

c. pencabutan surat iz in P3MI. 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Badan i n i mu la i ber laku: 

a. ketentuan mengenai biaya penempatan masih dapat 

d iber lakukan hanya pada Calon Pekerja Migran Indonesia 

yang sudah memi l ik i identitas Pekerja Migran Indonesia; 

dan 

b. se luruh ketentuan mengenai biaya penempatan harus 

disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan in i 

pal ing lama 6 (enam) bu lan te rh i tung sejak Peraturan 

Badan i n i mu la i ber laku. 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Badan i n i mu la i ber laku: 

a. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan 

Per l indungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 22 Tahun 

2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembiayaan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri 

mela lu i Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1744); dan 
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b. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

Nomor 02 Tahun 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 425), 

d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 

Pasal 10 

Peraturan Badan i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 

pengundangan Peraturan Badan i n i dengan penempatannya 

dalam Ber i ta Negara Republ ik Indonesia. 

Di te tapkan d i Jakar ta 

pada tanggal 14 J u l i 2020 

KEPALA BADAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

t t d . 

BENNY RHAMDANI 

D iundangkan d i Jakar ta 

pada tanggal 15 J u l i 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

t t d . 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 769 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPAIAJ3IRO HUKUM DAN HUMAS, 

199503 1 004 

, S.H., M.H. 


